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BAB V 
 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan Audit Hukum (Legal Audit) dan Pendapat Hukum (Legal Opinion) 

yang telah dijabarkan, maka kesimpulan atas masalah hukum yang diajukan kepada 

penasihat hukum antara lain: 

1. Dalam hal status perkawinan sirri antara Bapak A dengan Ibu U serta Bapak A 

dengan Ibu I  yaitu tidak sah berdasarkan hukum perkawinan nasional. 

Perkawinan mereka tidak dapat dikatakan sah karena tidak memenuhi rumusan 

Pasal 2 UU Perkawinan. Dalam rumusan pasal tersebut mengatur mengenai 

perkawinan yang sah haruslah dilakukan sesuai dengan agama maupun 

kepercayaannya dan juga haruslah dicatatkan. Pada saat Bapak A 

melangsungkan perkawinan sirri dengan Ibu U maupun Ibu I, ia masih terikat 

perkawinan yang sah dengan Ibu F. Dalam kaitannya dengan poligami yang 

telah dilakukan Bapak A, ternyata ia sama sekali tidak meminta izin kepada Ibu 

F. Tidak adanya izin dari istri sebelumnya, seharusnya seorang suami tidak 

dapat melakukan poligami. Atas dasar hal tersebut, maka perkawinan sirri  

antara Bapak A dengan Ibu U maupun Bapak A dengan Ibu I tidak dapat 

diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Seperti yang telah diatur di 

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI dan Pasal 9 UU Perkawinan. Tidak dapat 

diajukannya itsbat nikah, maka perkawinan sirri Bapak A dengan Ibu U serta 

Bapak A dengan Ibu I tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan 

hukum. Konsekuensinya adalah Ibu U maupun Ibu I tidak dapat menjadi ahli 

waris dari Bapak A. Penjelasan tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) KHI, Pasal 6 KHI, dan Pasal 56 KHI.     

2. Tidak dapat diajukannya itsbat perkawinan sirri antara Bapak A dengan Ibu U 

serta Bapak A dengan Ibu I, maka mereka tidak dapat menjadi ahli waris dari 

Bapak A. Begitu juga dengan anak dari perkawinan sirri tersebut yaitu S dan R. 

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 186 KHI, S dan R 

hanya mempunyai hubungan perdata seperti halnya mewaris dengan ibunya dan 

keluarga ibunya saja. Dapat diketahui bahwa ahli waris dari Bapak A adalah Ibu 

F dan P. Dikarenakan Ibu F merupakan istri sah Bapak A yang masih terikat 
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perkawinan semasa hidup Bapak A, sedangkan P merupakan anak sah dari 

perkawinan yang sah antara Bapak A dengan Ibu F. Seperti yang tercantum di 

dalam Pasal 42 UU Perkawinan. Dengan besaran bagian yaitu Ibu F 

mendapatkan 1/8 (satu perdelapan) bagian dan P mendapatkan 1/2 (satu perdua) 

bagian, yang didasarkan pada Pasal 176 KHI dan 180 KHI.  

3. Adanya pernyataan dari Ibu I, yang menyatakan bahwa Bapak A telah 

memberikan seluruh sertifikat harta miliknya untuk Ibu I dan juga putranya. 

Tentu saja telah menimbulkan kebingungan. Di dalam pendapat hukum nomor 

tiga telah diilustrasikan alasan Ibu I menguasai seluruh harta milik Bapak A. 

Ilustrasi tersebut yaitu karena Ibu I merupakan istri sirri dari Bapak A, karena 

Bapak A telah memberikan kuasa kepada Ibu I, dan karena Bapak A telah 

memberikan hibah kepada Ibu I. Dengan alasan pertama, bahwa Ibu I 

merupakan istri kedua yang dinikahi secara sirri oleh Bapak A. Bapak A 

memperoleh seluruh harta miliknya selama perkawinannya dengan Ibu F. 

Sehingga harta tersebut merupakan harta bersama Bapak A dengan Ibu F. 

Seperti yang telah dijabarkan di dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. 

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 94 KHI, maka Ibu I 

tidak memiliki hak atas harta bersama Bapak A dengan Ibu F. Alasan kedua, 

bahwa Bapak A telah memberikan kuasa kepada Ibu I. Bapak A telah meninggal 

pada tahun 2018 sehingga pemberian kuasa tersebut telah berkahir. Seperti yang 

telah dijelaskan di dalam Pasal 1813 KUHPerdata. Alasan ketiga, bahwa Bapak 

A telah memberikan hibah kepada Ibu I. Pemberian hibah haruslah memenuhi 

rukun dan syarat yang termuat di dalam Pasal 210 KHI dan Pasal 685 KHES. 

Namun, rukun dan syarat pemberian hibah tersebut tidak terpenuhi. Utamanya 

berkaitan dengan tidak adanya saksi dan juga harta yang dihibahkan merupakan 

keseluruhan harta milik Bapak A. Walaupun telah diilustrasikan alasan Ibu I 

menguasai seluruh harta milik Bapak A, tetap saja Ibu I tidak memiliki hak 

untuk menguasai seluruh harta milik Bapak A. Oleh karena itu, ahli waris dari 

Bapak A yaitu Ibu F dan P dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

Agama mengenai pembagian harta waris dari Bapak A. Seperti yang telah diatur 

di dalam Pasal 188 KHI.  
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